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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh informasi perpajakan,
kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak dan persepsi keadilan
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati. Populasinya yaitu wajib
pajak UMKM kota Pati. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu
purposive sampling dengan mengambil sampel dari populasi sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan adalah Wajib Pajak UMKM berpenghasilan
minimal Rp 4.500.000 per bulan . Dalam penelitian ini sampel terdiri dari 100
responden yang dianggap mewakili populasi penelitian. Teknik analisis penelitian
menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif (uji kualitas data, uji
hipotesis klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis) memakai
software tools SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel
informasi perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota
Pati. Sedangkan variabel kesadaran pajak, tarif pajak dan persepsi keadilan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
Kota Pati.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi
Perpajakan, Tarif Pajak, dan Persepsi Keadilan.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the influence of tax information,
taxpayer awareness, tax sanctions, tax rates and perceptions of fairness on
MSME taxpayer compliance in Pati City. The population used in this study is the
UMKM taxpayer in Pati City. The sampling method used in this study was
purposive sampling, namely by taking a population sample based on
predetermined criteria, namely MSME taxpayers whose income is at least Rp.
4,500,000 per month. In this study the sample consisted of 100 respondents who
were considered to represent the study population. The analysis technique of this
research is descriptive analysis and quantitative analysis (data quality test,
classical hypothesis testing, multiple linear regression analysis and hypothesis
testing) using SPSS version 26 software tools. The results of this study indicate
that the variable taxation information and tax sanctions have no effect and are not
has a significant effect on MSME taxpayer compliance in Pati City. While the
variables of tax awareness, tax rates and perceptions of fairness have a positive
and significant effect on MSME taxpayer compliance in Pati City.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Rates, and
Perceptions of airness
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INTISARI

Di era berkembang di Indonesia sekarang pajak adalah sumber penghasilan
utama negara yang diaplikasikan guna membayar sebagian besar pengeluaran
pemerintah dan pembangunan. Pajak yaitu salah satu sumber utama pendapatan
negara guna merealisasikan anggaran negara. Peran pajak menjadi penerimaan
dalam negeri sangat berpengaruh, tetapi masih belum maksimal jika dilihat dari
banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak yang patuh. UMKM
disini memiliki pendapatan dengan produk domistik bruto yang signifikan di
Indonesia. Pada saat krisis ekonomi sekalipun, pelaku UMKM masih memberikan
peran cukup baik dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dari sisi ekonomi
inilah yang dipandang penting sebagai dasar penerimaan negara dalam bentuk
pajak.

Menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya penelitian untuk mengetahui dan
menguji faktor apa saja yang mampu mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib
pajak .Sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri dan
memberikan peran cukup baik dalam perkembangan ekonomi Indonesia . Adapun
faktor — faktor yang diprediksi mampu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan,
tarif pajak, dan persepsi keadilan yang berkedudukan sebagai variabel
independen.

sehingga dihasilkan rumusan masalah dalam studi ini yaitu “bagaimana

pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif



pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pelaku
umkm kota pati)”. Dengan kajian pustaka kemudian menghasilkan 5 hipotesis.
Pertama, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Kedua, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga, Sanksi Perpajakan
berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Keempat,
Tarif Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Kelima, Persepsi Keadilan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Kota
Pati. Total populasi umkm pada tahun 2022 yang ditetapkan website Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah (PerRSADA) sebanyak 1.821
UMKM terdaftar di Kota Pati. Dalam penelitian ini pengambilan sampel
dilakukan melalui purposive sampling. Terdapat sebanyak 100 responden yang
memenuhi keiteria. Penelitian ini menggunakan data primer. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengelolaan data SPSS 26.0. Uji
yang digunakan dalam analisis data penelitian antara lain uji analisis statistik
deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan

uji kebaikan model. dan uji hipotesis.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era berkembang di Indonesia sekarang pajak adalah sumber penghasilan
utama negara yang diaplikasikan guna membayar sebagian besar pengeluaran
pemerintah dan pembangunan. Pajak yaitu salah satu sumber utama pendapatan
negara guna merealisasikan anggaran negara (Fauziati et al., 2016). Perpajakan
adalah iuran rakyat kepada negara dari rakyat sesuai dengan undang-undang tanpa
jasa timbal balik atau mitra nasional (sumbangan dalam bentuk uang, bukan
komoditas), yang dapat langsung ditunjuk dan diaplikasikan untuk mendanai
rumah tangga negara, yaitu untuk umum (Mardiasmo, 2018). Peran pajak menjadi
penerimaan dalam negeri sangat berpengaruh, tetapi belum maksimal jika dengan
jumlah wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. kepatuhan wajib pajak
yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak melengkapi seluruh kewajiban perpajakan
serta menjalankan hak perpajakannya (Rahayu, 2010).

Wajib Pajak yang sangat memberikan partisipatif secara masif terdahap
penerimaan pajak, yaitu adalah Wajib Pajak UMKM. Dimana Wajib Pajak
UMKM disini memiliki jumlah yang cukup besar, jika dibandingkan dengan
wajib pajak dengan skala usaha lainnya. Bisa kita lihat berdasarkan APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2022, Berikut data APBN

tahun 2022 :



Tabel 1. 1 Pendapatan Negara Tahunan 2022 ( Triliun)

No Uraian APBN 2022

1 Penerimaan Perpajakan 1.510,0
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 335,6
3 Penerimaan Hibah 0,6

Sumber : Kementerian Keuangan 2022

Tabel diatas menunjukan 77,7% penunjang perekonomian negara berasal dari
Penerimaan pajak. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak berusaha guna
memajukan diterimanya wajib pajak. Wajib pajak berusaha guna taat terhadap
regulasi pajak agar pajak yang dibayar bisa menunjang perekonomian. Langkah
yang dijalankan pemerintah yaitu bagaimana wajib pajak bisa membayar pajak
dan melaporkan pajak tepat waktu. Wajib pajak yang membayar dan melaporkan
pajak tepat waktu disebut kepatuhan wajib pajak (Ermawati, 2018).

UMKM disini memiliki pendapatan dengan produk domistik bruto yang
signifikan di Indonesia. Pada saat krisis ekonomi sekalipun, pelaku UMKM masih
memberikan peran cukup baik dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dari sisi
ekonomi inilah yang dipandang penting sebagai dasar penerimaan negara dalam
bentuk pajak (Maghriby & Ramdani, 2020). Pertumbuhan wajib pajak Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami peningkatan sejak diberlakukannya
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 mengenai Pengenaan Pajak atas
Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperolen Wajib Pajak dengan

Penghasilan Bruto Tertentu. PPh tersebut memberikan skema kemudahan dan



insentif bagi UMKM dengan pengurangan tarif PPh final menjadi 0,5 persen.
Maka, wajib pajak UMKM yang pada 2016 mencapai 1,45 juta, pada 2019
tumbuh menjadi 2,31 juta wajib pajak atau naik 59 persen. Akan tetapi, meskipun
jumlah pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat
rendah. Pada tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM berjumlah Rp. 7,5 Triliun
atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPH secara keseluruhan pada
tahun sama sebesar Rp. 711,2 Triliun (Lit Septyaningsih, 2021).

Dari segi potensi pajak sebenarnya Kota Pati memiliki potensi cukup besar
karena Kota Pati merupakan salah satu obyek penerimaan negara dan memiliki
UMKM vyaitu sebanyak 1.821 UMKM yang terdaftar di Pati (web Dinas Koperasi
dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2022 (PeRSADA)). Namun , kondisi tentang
niat wajib pajak yang masih kurang patuh terhadap kewajiban pajak dapat dilihat
di Kota Pati, dimana pada data Wajib Pajak Orang Pribadi Non Keuangan
(WPOPNK), hasil ekstensifikasi pada 2018 yang membayar pajak pada 2019
tercatat mengalami penurunan. Dalam Laporan Kinerja 2019 Ditjen Pajak (DJP)
dipaparkan jumlah WPOPNK terdaftar pada 2018 yang melakukan pembayaran
pajak pada 2019 tercatat sebanyak 214.449 Wajib Pajak (WP). Jumlah itu
mengalami penurunan sebesar 67,39% dibandingkan pembayaran pada 2018
sebanyak 657.716 WP. Hal tersebut terjadi sebab masih banyak wajib pajak yang
tidak memiliki niat untuk melakukan kewajiban pajak. Niat yang masih kurang
terjadi di Kota Pati, yang dimana salah satunya pelaku UMKM yang belum

memiliki niat untuk melakukan pembayaran pajak. Sikap tersebut muncul karena



mereka beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang harus mereka hindari
(Maharriffyan & Oktaviani, 2021).

Menurut (Sufiah & Lintang Venusita, 2017) Kepatuhan wajib pajak berarti
sikap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu kewajiban
membayar pajak tepat waktu dan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan
tepat waktu. Sistem perpajakan yang mensyaratkan partisipasi wajib pajak dalam
penyelenggaraan perpajakan menuntut tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.
Yakni, pemenuhan kewajiban perpajakan dalam proporsi yang benar dengan
kebenaran. Kepatuhan diperlukan dalam sistem self assessment, dengan tujuan
penerimaan pajak yang optimal (Y. N. Rahayu et al., 2017). Menurut (Rianti &
Hidayat, 2021). Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong sangat
rendah. Dibandingkan dengan laju progres bisnis di Indonesia, kesulitan wajib
pajak guna - mencukupi kewajiban perpajakannya cukup mengkhawatirkan.
Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadikan perhatian penting di bidang
perpajakan. Padahal total usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus
bertambah setiap tahunnya. Tetapi meningkatnya jumlah UMKM belum sejalan
dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang rendah disebabkan oleh banyak hal,
seperti pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan konsekuensi pajak.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,
diantaranya adalah pengetahuan perpajakan. Informasi perpajakan yang dimiliki

wajib pajak merupakan hal terpenting yang harus dimiliki wajib pajak karena



tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, sulit bagi wajib pajak untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya. (Soda et al., 2021). Dengan mengetahui
peraturan perpajakan, diharapkan wajib pajak bisa tumbuh kesadarannya guna
berpartisipasi dalam meningkatkan perannya dalam memenuhi kewajiban dan
memperoleh haknya. Melalui metode pemungutan pajak dengan self assessment
system di perpajakan Indonesia, wajib pajak memiliki kewajiban untuk
menghitung pajak secara mandiri. Kewajiban ini diharuskan wajib pajak memiliki
pengetahuan yang cukup terhadap keilmuan perpajakan (Maghriby & Ramdani,
2020). Selain itu, keterbatasan pengetahuan wajib pajak tentang berbagai hal yang
berkaitan dengan perpajakan berisiko mengurangi efisiensi waktu dalam proses
pembayaran pajak dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum.
Penyimpangan dapat terjadi karena inisiatif wajib pajak yang ingin usahanya
cepat selesai dan Kkarena ada unsur kesalahan dari petugas pajak di lapangan
(Asrinanda, 2018).

Selain itu tingkat kesadaran wajib pajak juga salah satu aspek yang
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak .Menurut (Y. N. Rahayu et al., 2017)
kesadaran wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memahami arti penting,
tugas dan tujuan membayar pajak kepada negara. Ketika kesadaran wajib pajak
tinggi, berimplikasi pada peraturan perpajakan yang lebih adil dan lebih baik.
Kesadaran wajib pajak merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap orang
dalam melakukan sesuatu. Dimana hal ini dapat dikaitkan dengan pemenuhan

kepatuhan wajib pajak saat pembayaran pajak pelaku UMKM. Kesadaran wajib



pajak sangat sulit diwujudkan, sampai sekarang masyarakat yang membayar pajak
belum mencapai level diharapkan, dan kesadaran pajak masih kurang di
masyarakat. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah
dipicu oleh berbagai hal seperti kurangnya pemahaman tentang perpajakan dan
anggapan bahwa membayar pajak adalah suatu kerugian karena mengurangi
pendapatan, dan adanya anggapan bahwa alokasi penggunaan pajak tidak
transparan dan terdapat kasus penggelapan pajak (Listyowati et al., 2018).

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak. Sanksi pajak diakibatkan oleh pelanggaran peraturan perundang-
undangan perpajakan, akibatnya wajib pajak tunduk pada kebijakan dan peraturan
perpajakan karena aktivitas ilegal tersebut. Pemerintah juga menerapkan sanksi
perpajakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dasar hukum
pengenaan sanksi perpajakan dirangkum dalam masing-masing pasal Undang-
Undang Peraturan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan jika wajib
pajak melanggar kewajiban yang timbul dari peraturan perpajakan umum (Soda et
al., 2021). Mengenai konsep dari sanksi perpajakan berlandaskan pendapat (Siti
Kurnia Rahayu, 2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan ialah menjadi kontrol
atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan- peraturan
olen warga negara agar tidak terjadi pelanggaran Pemenuhan kewajiban
perpajakan wajib pajak. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah
tarif pajak . Menurut (Y. N. Rahayu et al., 2017). “Tarif pajak harus didasarkan
pada pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga tarif
pajak yang proporsional atau sebanding dapat dicapai. Besarnya pajak yang patut
dibayar berhubungan dengan tarif. “Pajak adalah sah atau tidaknya pengenaan
pajak subjek pajak yang menjadi tanggung jawab orang pribadi tersebut.
Diketahui jika setiap wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha dan wajib
pajak badan melalui omzet sampai dengan Rp4,8 miliar wajib membayar PPh
final sebesar 1% dari penghasilan brutonya. Kini, pada 2018, pemerintah
menurunkan PPh final. UKM menjadi 0,5 persen. Aturan ini tertuang didalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku pada 1 Juli
2018 tentang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan
peredaran bruto tertentu.(Septirani & Yogantara, 2020).

Selain faktor faktor tersebut, persoalan kepatuhan wajib pajak terletak pada
keadilan. Keadilan pajak 1alah sifat berupa perbuatan serta perlakuan yang tidak
berat sebelah dan tidak memihak terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Dapat
disimpulkan bahwa keadilan perpajakan merupakan penyetaraan terhadap
kebijakan dalam prosedur perpajakan sesuai dengan kondisi wajib pajak yang
sebenarnya (Mustofa, Achmad Fauzi, 2016). Menurut (Mardiasmo, 2018),
menyatakan bahwa sepadan dengan tujuan hukum, yaitu tercapainya keadilan,
maka hukum serta pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil didalam perundang-

undangan, termasuk pengenaan pajak secara umum serta meluas, seraya



menyesuaikan kesanggupan masing-masing Wajib Pajak, serta pelayanan aparat
pajak secara adil kepada wajib pajak.

Berdasarkan acuan penelitian terdahulu, terdapat penelitian yang relevan
dengan variabel-variabel yang hendak dilakukan penelitian. Yaitu, berkaitan
dengan penelitian (Soda et al., 2021) dijelaskan jika pengetahuan perpajakan
secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado,
dengan nilai t hitung positif artinya berpengaruh positif yaitu Peningkatan
pengetahuan perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan
dengan penelitian oleh (Maghriby & Ramdani, 2020), (Rianti & Hidayat, 2021),
dan (Ratih & Anisah, 2021) yang juga menemukan jika pengetahuan perpajakan
berdampak positif terhadap kinerja kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun
penelitian terkait informasi. perpajakan berbeda dengan penelitian (Andinata,
2015) yang menunjukkan bahwa informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

(Ratih & Anisah, 2021), (Maghriby & Ramdani, 2020) melakukan penelitian
yang berhubungan dengan variabel kesadaran wajib pajak. Penelitian tersebut
mengemukakan hasil yang sama, yaitu mengemukakan jika kesadaran wajib pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Namun studi tentang kesadaran wajib pajak memiliki kesimpulan yang berbeda
dengan studi oleh (Septirani & Yogantara, 2020) yang menemukan bahwa
kesadaran wajib pajak tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM. Penyebabnya yaitu banyaknya wajib pajak yang membayar atau



mematuhi peraturan perpajakan melalui paksaan bukan karena hati nurani,
semuanya tercermin dari banyaknya responden yang tidak setuju dengan
pertanyaan tersebut.

Berkaitan dengan variabel sanksi perpajakan, terdapat beberapa penelitian
yang telah digunakan sebelumnya, diantaranya penelitian (Soda et al., 2021)
mengemukakan hasil penelitian jika secara parsial sanksi perpajakan mempunyai
pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado.
Penelitian yang dilakukan (Rianti & Hidayat, 2021), (Damanik, 2021), dan
(Cahyani & Noviari, 2019) yang juga menunjukan jika sanksi perpajakan
mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian-
penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Ermawati & Afifi,
2018) dan (Famami & Norsain, 2019) menunjukan jika sanksi perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Septirani & Yogantara, 2020)
menjelaskan jika tarif pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.
Bisa disimpulkan jika semakin adil tarif pajak UMKM vyang ditetapkan oleh
pemerintah tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM semakin tinggi. Hal tersebut
sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ratih & Anisah, 2021), dan (Cahyani &
Noviari, 2019) juga menunjukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan WP UMKM.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Soda et al., 2021), berkaitan
dengan variabel persepsi keadilan pajak. Penelitian tersebut mengemukakan
bahwa persepsi keadilan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM di Kota Manado. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Rianti & Hidayat, 2021), dan (Damanik, 2021) yang juga
memberikan hasil bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang
telah diteliti oleh (Soda et al., 2021) mengenai faktor faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan vaeiabel independen berupa
Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Keadilan. Adapun
perberbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah adanya tambahan
variabel Independen berupa Kesadaran Wajib Pajak dan juga Tarif Pajak. Selain
itu mengubah objek penelitian yang semula seluruh wajib pajak pelaku UMKM
yang memiliki produk unggulan di Kota Manado, menjadi seluruh Wajib Pajak
orang pribadi yang menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota
Pati. Adapun penggunaan subjek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi
pelaku UMKM. Tujuan penambahan variabel kesadaran wajib pajak penelitian ini
karena kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak, dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan
berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang merata. Kesadaran diri

wajib pajak diperlukan sebab sistem pemungutan yang berlaku merupakan self
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assesment yang memberikan kesempatan penuh terhadap wajib pajak untuk
menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dimana hal itu bisa dihubungkan dengan
kepatuhan wajib pajak UMKM (Nurkhin et al., 2018). Selain itu penambahan
variabel tarif pajak merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak, karena tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap atas objek
pajak yang menjadi tanggung jawabnya(Septirani & Yogantara, 2020).
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang
berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi
Perpajakan, Tarif Pajak , dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Pati)”. Hal ini dikarenakan Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan demi mendorong

peningkatan penerimaan pajak dalam negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah hal yang penting yang harus
diperhatikan demi mendorong peningkatan penerimaan pajak dalam negeri.
Namun, kondisi tentang niat wajib pajak yang masih kurang patuh terhadap
kewajiban pajak, dimana salah satunya pelaku UMKM di Kota Pati yang belum
memiliki niat untuk melakukan pembayaran pajak. Sikap tersebut muncul karena
mereka beranggapan bahwa pajak merupakan tanggungan yang harus mereka
hindari. Namun dalam peningkatanya, ada beberapa aspek yang perlu
diperhatikan. Salah satunya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,
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adapun rumusan masalah adalah “Faktor-Faktor apa saja yang berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati ?

Adapun pertanyaan didalam penelitian ini dapat dijabarkan yaitu:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM di Kota Pati ?

Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM di Kota Pati ?

Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Kota Pati ?

Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Kota Pati ?

Apakah Persepsi Keadilan berpengaruh terhadap Wajib Pajak UMKM di

Kota Pati ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang dijabarkan , tujuan dari penelitian adalah :

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Keasadaran Wajib Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tarif Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Persepsi Keadilan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian diatas, diharapkan penelitian ini memiliki
manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini. harapkan bisa digunakan sebagai =wacana dalam
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi perpajakan.
2. Manfaat Praktis
Penelitian -ini  diharapkan bisa digunakan - sebagai wacana serta
memberikan masukan kepada pemangku kepentingan tentang faktor

faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi awal mula dicetuskan Fritz Heider yaitu seorang
Psikolog yang berasal dari Austria. Fritz Heider menerbitkan buku yang
berjudul “The Psychology of Interpersonal Relations” pada tahun 1958.
Heider tertarik untuk meneliti bagaimana individu menentukan apakah
tindakan orang lain disebabkan secara internal maupun eksternal (Hooper,
2018). Teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider membuktikan jika
individu yang mencermati perilaku ~seseorang, Individu tersebut
memeriksa untuk memastikan apakah itu disebabkan internal atau
eksternal. Perilaku yang diinduksi secara internal adalah perilaku yang
diasumsikan berada di bawah kendali pribadi individu. seperti niat akan
kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. Seseorang yang terpaksa
berperilaku karena keadaan, atau lingkungan yang mendorong masyarakat
itu mengetahui lebih dalam lagi mengenai perpajakan, merupakan perilaku
yang disebabkan oleh faktor eksternal, dimana faktor eksternal berarti
perilaku yang dipengaruhi dari luar (Robbins, 2018).

Teori atribusi mengartikan bahwa orang-orang memeriksa untuk
memastikan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu

hal penyebab perilaku. Seseorang mencoba mengerti mengapa orang lain
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melakukan sesuatu yang mungkin menjadi satu diantara yang ada atau
lebih atribut yang menyebabkan perilaku itu. Teori atribut sangat cocok
untuk menjelaskan kondisi internal dan eksternal wajib pajak untuk
pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sikap wajib pajak dalam menilai
pajak itu sendiri dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak (Anto et
al.,, 2021). Tanggung jawab perpajakan dapat dikaitkan dengan sikap
wajib pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak itu sendiri. Faktor
internal dan eksternal orang lain mempengaruhi persepsi atau pemikiran
ketika menilai orang lain.
2.1.2 Theory of Planned Behavior

Teory of Planned Behavior (TPB) disusun menggunakan anggapan
asal mula jika manusia berperilaku secara sadar dan meninjau segala
informasi yang tersedia. Dimana teori ini dikembangkan oleh Azjen pada
tahun 1988. (Prakoso, 2019). Teory of Planned Behavior (TPB)
merupakan pengembangan dari Teory of Reasoned Action (TRA) dengan
menyambungkan suatu konstruk yaitu kontrol perilaku yang dirasakan.
Konstruk ini ditingkatkan dalam TPB untuk mengontrol perilaku individu
yang ditandai oleh kekurangannya dan keterikatan dari kurangnya sumber
daya yang diperlukan untuk melakukan perilakunya (Jogiyanto, 2007).

Terdapat tiga faktor yang menimbulkan suatu niat untuk berperilaku,

yaitu:
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1) Keyakinan perilaku adalah keyakinan individu tentang
konsekuensi dari perilaku dan evaluasi dari konsekuensi tersebut.

2) Keyakinan normatif adalah keyakinan tentang sumber daya
normatif dan motivasi untuk menyediakannya.

3) Control beliefs, yaitu keyakinan mengenai adanya hal-hal yang
mendukung dan mencegah munculnya perilaku serta persepsi
mengenai berapa banyak hal yang mendukung dan mencegah
perilaku tersebut (perceived power).

Theory of Planned of Behavior relevan bisa menjelaskan perilaku
wajib pajak ketika menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Terdapat tiga
faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku adalah Keyakinan
perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Biasanya seseorang
percaya dengan hasil yang akan diperoleh sebelum memutuskan untuk
bertindak atau tidak. Oleh sebab itu Theory of Planned Behavior sangat
relevan dengan penelitian penulis guna memaparkan varibel-variabel yang

terdapat dalam penelitian-ini.

2.2 Variabel Penelitian
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut (N. Rahayu, 2017) Kepatuhan pajak berarti wajib pajak
mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yaitu wajib
pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Kewajiban perpajakan adalah sikap wajib
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pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan di negara
tersebut. Kewajiban Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya dengan benar merupakan bagian dari ukuran keberhasilan
dalam penilaian Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan
bagi wajib pajak sehingga mereka dapat memberikan kontribusi bagi
pembangunan negara yang benar-benar mereka inginkan. Kepatuhan wajib
pajak adalah faktor dalam mengkaji sistem perpajakan Indonesia di bawah
self-assessment system, dimana proses tersebut memberikan jaminan
penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan
kewajibannya (Tiraada, 2013). Pemantauan  kepatuhan wajib pajak
terhadap kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan merupakan bagian
dari ukuran keberhasilan penilaian wajib pajak (Maghriby & Ramdani,
2020).

(Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 mengenai
Kepatuhan Wajib Pajak, 2018) (Keputusan Menteri Keuangan No.
544/KMK.04/2000 mengenai Keabsahan Kewajiban Perpajakan, 2018)
Kriteria wajib pajak yang patuh adalah:

1. Penyampaian SPT tahunan untuk semua jenis pajak tepat waktu

selama 2 tahun terakhir.
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2. Tidak ada kewajiban pajak untuk semua jenis pajak kecuali ada
otorisasi untuk mengembalikan pembayaran pajak atau menangguhkan
pembayaran pajak.

3. Dia tidak pernah dihukum karena pelanggaran pajak dalam 10 tahun
terakhir.

4. Wajib Pajak harus melakukan pembukuan selama dua tahun terakhir
dan dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pemeriksaan, koreksi
pemeriksaan terakhir setinggi-tingginya 5% ,dan setiap pajak yang
terutang.

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah diperiksa oleh pemeriksa
dalam dua tahun terakhir dan melarang penghasilan atau penghasilan
yang dikecualikan —dari pengenaan pajak sepanjang tidak
mempengaruhi penghasilan kena pajak.

2.2.2 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan tentang wajib pajak merupakan hal
terpenting yang harus dimiliki- wajib pajak karena tanpa mengetahui
tentang pajak dan manfaatnya, sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya. Kepatuhan meningkat segera setelah pembayar
pajak, yang sadar akan tantangan pajak, secara sadar patuh saat membayar
pajak. Anda sudah tahu bagaimana aliran penerimaan pajak akan berjalan
hingga akhirnya manfaat membayar pajak mulai terasa. Wajib pajak

membayar pajak jika ia mempunyai pengetahuan yang baik tentang pajak.
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Jika wajib pajak melihat peraturan perpajakan, dia akan memenuhi
kewajiban perpajakannya dan meningkatkan wajib pajak (N. Rahayu,
2017).

Menurut (Anto et al., 2021) pengetahuan perpajakan adalah
informasi yang diterima wajib pajak tentang masalah perpajakan.
Mengetahui rangkuman penghasilan bruto setiap bulan, membayar pajak
penghasilan dan melaporkan pajak merupakan kegiatan yang dapat
mengukur pengetahuan pajak seorang wajib pajak. Kurangnya pemahaman
wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menyebabkan wajib pajak tidak
patuh dalam membayar pajak, dan sebaliknya wajib pajak yang memahami
peraturan perpajakan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan.
(Lestari & Wicaksono, 2017).

2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran diri wajib pajak diperlukan karena sistem pemungutan
saat ini bersifat self assessment, memberikan kesempatan penuh kepada
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurkhin et al.,
2018). Menurut (Artiningsih, 2013) kesadaran wajib pajak adalah perilaku
wajib pajak itu sendiri, seperti pandangan atau pengaruh yang berkaitan
dengan kepercayaan, pengetahuan dan penalaran, serta kecenderungan
untuk berperilaku sesuai dengan motivasi atau insentif yang diberikan oleh
sistem yang dominan. Kesadaran wajib pajak adalah kegiatan wajib pajak

itu sendiri, berupa pandangan dan pengaruh, yang menggabungkan antara
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pengetahuan, pemahaman dan kecenderungan untuk bertindak sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (Wardana & Efendi, 2020).

(Jatmiko, 2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan
mengetahui atau memahami. Kesadaran membayar pajak yang mendorong
wajib pajak guna membayar pajak, yaitu:

1. partisipasi dalam mendukung pembangunan negara merupakan
salah satu bentuk Kesadaran akan pajak.

2. Menunda pembayaran pajak serta mengurangi beban pajak sangat
merugikan negara merupakan salah satu bentuk Kesadaran
terhadap pajak.

3. Kesadaran terhadap pajak ditentukan oleh undang-undang dan
dapat dipaksakan.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi yaitu hukuman bagi orang yang melanggar peraturan.. Sanksi
diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan atau undang-undang tidak
dilanggar. Sanksi perpajakan, yaitu jaminan terpenuhinya peraturan
perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan). Dengan kata lain,
sanksi pajak adalah tindakan preventif yang dirancang untuk mencegah
wajib pajak melanggar standar pajak (Mardiasmo, 2018).

Terdapat 2 sanksi perpajakan dalama undang-undang berupa sanksi
administrasi dan sanksi pidana. (Tyasaddie, 2021) memberikan keterangan

dari sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai berikut :
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1) Sanksi administratif adalah kerugian yang dibayarkan kepada
negara, terutama dalam bentuk bunga dan kenaikan.

2) Sanksi pidana berupa hukuman atau penderitaan. Sanksi tersebut
adalah alat atau tameng terakhir sanksi dipakai oleh fiskus untuk
mematuhi peraturan perpajakan.

Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak dapat
melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga dengan adanya sanksi
perpajakan dinantikan kepatuhan dalam membayar pajak oleh wajib pajak
akan meningkat (Listyowati et al., 2018).

2.2.5 Tarif Pajak

Menurut (Waluyo, 2013) mendefinisikan bahwa tarif pajak adalah
pemungutan pajak oleh negara, yang dilakukan sehingga tidak merugikan
masyarakat, dimana pemungutan pajak ataupun penetapan pajak harus
berdasarkan keadilan. Keseimbangan sosial yang diperlukan untuk
kesejahteraan sangat penting bagi masyarakat. Tingkat diberikan sebagai
persentase (%), yaitu semakin tinggi nilai barang kena pajak, semakin
tinggi pula pajak yang harus dibayar. Tarif pajak yaitu salah satu aspek
yang menciptakan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Nilai uang
adalah tolok ukur untuk menghitung biaya (Dewi et al., 2020).

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017), komponen Tarif Pajak adalah

sebagai berikut:
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1) Kesesuain Tarif Pajak
Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan
memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat.
2) Keadilan Tarif Pajak
Tarif pajak yang diberlakukan berberda pada wajib pajak dalam
keadaan yang berbeda.
3) Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang
dinikmati wajib pajak.
4) Kenaikan Tarif Pajak
Apakah dengan naiknya tarif pajak akan mempenaruhi
penggelapan pajak.
2.2.6 Persepsi Keadilan
Keadilan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diambil
dari kata dasar adil yang bermakna sama berat, tidak berat sebelah, tidak
memihak, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang
wenang. Keadilan pajak diartikan sebagai pengenaan pajak yang sama
terhadap wajib pajak dengan kondisi yang sama. Persepsi Keadilan wajib
pajak menurut teori (John Rawls, 1971) untuk menjadi adil, sebuah sistem
tidak hanya memerlukan perlakuan seseorang dalam kondisi yang sama
dan cara yang sama, melainkan tergantung pada kebutuhan individu

masing-masing (Wardana & Efendi, 2020).
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Keadilan dan pemerataan adalah asas pemungutan pajak yang
mengutamakan keadilan berdasarkan kondisi Wajib Pajak, dimana
keadilan tidak berarti jumlah yang sama untuk membayar pajak bagi
semua wajib pajak, tetapi juga kecepatan pelayanan dan rasa hormat yang
sama anatara wajib pajak satu dengan yang lain, serta sesuai dengan
kemampuan wajib pajak sehingga juga adil dalam pembagian penerimaan
negara yang akan diberikan kembali kepada masyarakat (N. Rahayu,
2017). Persepsi keadilan (equality) merupakan salah satu asas utama
dalam pemungutan pajak yang menerangkan bahwa setiap warga negara
ikut serta dalam pembiayaan fungsi pemerintahan nasional sesuai dengan
kemampuannya. Penerapan prinsip keadilan pajak dalam sistem
perpajakan suatu negara akan berdampak - positif < terhadap tingkat
pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, sehingga penerimaan pajak

bisa meningkat (Rianti & Hidayat, 2021).

2.3 Penelitian Terdahulu
Berikut adalah beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa
penelitian mengenai Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi

Pajak, Tarif Pajak, Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No

Peneliti dan
Tahun

Hasil Penelitian

(Cahyani &
Noviari,
2019)

1)
2)

3)

Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan
WP UMKM.

Pemahaman perpajakan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan WP UMKM.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan WP UMKM.

(Septirani &
Yogantara,
2020)

1)
2)

3)

Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM.

Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM.

(Maghriby &
Ramdani,
2020)

1)

2)

Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan perpajakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Kepatuhan wajib pajak secara simultan

Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan perpajakan
secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Kepatuhan wajib pajak.

(Damanik;
2021)

1)

2)

3)

4)

Sistem administrasi modern berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi. Hal ini
berarti semakin baik sistem administrasi modern
yang dibuat oleh pemerintah, maka akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota
jambi.

Keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM Kota jambi.Hal ini berarti semakin
baik keadilan yang diberikan oleh pemerintah, maka
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM
Kota jambi.

Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM Kota jambi. Hal ini berarti semakin
baik akuntabilitas yang dimiliki oleh pemerintah,
maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak
UMKM Kota jambi.

Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM Kota jambi. Hal ini berarti
semakin baik sanksi perpajakan yang dibuat oleh
pemerintah, maka akan meningkatkan kepatuhan
wajib pajak UMKM Kota jambi.




(Soda et al.,
2021)

1)

2)

3)

4)

Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota
Manado.

Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota
Manado.

Persepsi Keadilan secara parsial berpengaruh
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota
Manado.

Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan
Persepsi Keadilan Peraturan Pemerintah No. 23
Tahun 2018 secara bersama-sama berpengaruh
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota
Manado.

(Ratih &
Anisah,
2021)

1)

2)

3)

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan
terhadap wajib pajak pelaku usaha UKM di Kota
Bekasi.

Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak pengusaha UKM di Kota
Bekasi.

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UKM
di Kota Bekasi.

(Rianti &
Hidayat,
2021)

1)

2)

3)

Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada
Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bandung Barat.
Keadilan Perpajakan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada
Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bandung Barat.
Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada
Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bandung Barat.
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2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis
2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis
Pada penelitian ini penulis mencoba menguji pengaruh variabel
independen (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi
perpajakan, tarif pajak, dan persepsi keadilan) terhadap variabel dependen

(kepatuhan wajib pajak).

Pengetahuan Perpajakan
(X1)

Kesadaran Wajib Pajak
(X2)

Sanksi Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak
(X3) (Y)

Tarif Pajak
(X4)

Persepsi Keadilan
(X5)

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis
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2.4.2 Pengembangan Hipotesis

2.4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
yaitu pengetahuan tentang informasi pajak yang diterima wajib pajak.
Pengetahuan akan pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk
memahami peraturan perpajakan, baik dari segi tarif pajak yang
mereka bayarkan secara sah maupun manfaat pajak yang mengalir ke
dalam kehidupan mereka (Mardiasmo, 2018).

Menurut teori atribusi, individu melihat perilaku seseorang
kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan
oleh faktor internal atau eksternal. Faktor internal berasal dari
masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal bersumber dari
situasi atau lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Pengetahuan
perpajakan berasal dari faktor eksternal karena berasal dari situasi atau
lingkungan yang mendorong masyarakat itu mengetahui lebih dalam
lagi mengenai perpajakan. Salah satu aspek yang sangat
mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang
berlaku adalah pengetahuan perpajakan.

Kualitas pengetahuan yang lebih baik memungkinkan tindakan
yang lebih efektif untuk memenuhi kewajiban berdasarkan rezim

pajak saat ini. Ketika pengetahuan pajak masyarakat meningkat, wajib
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pajak dipengaruhi secara positif. Hal ini didukung oleh peneliti
sebelumnya. (Soda et al., 2021), (Maghriby & Ramdani, 2020),
(Rianti & Hidayat, 2021), dan (Ratih & Anisah, 2021) bahwa
pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Sesuai penjelasan di atas, bisa disimpulkan

bahwa hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah:

H1l : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif dan

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak tehadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak
mengetahui, mengakui, menghormati dan mematuhi peraturan
perpajakan yang berlaku serta memiliki tekad dan keinginan untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya (Septirani & Yogantara, 2020).
Berdasarkan Theory of Planned Behaviour (TPB), kesadaran wajib
pajak berhubungan dengan behavioral belief yang menjelaskan bahwa
sikap individu mempengaruhi keinginan individu untuk bertindak dan
memahami hasil dari tindakan individu tersebut. Menurut teori
kepatuhan, kesadaran wajib pajak yang tinggi berpengaruh terhadap
tingkat kepatuhan, dan semakin sadar wajib pajak maka tingkat

kepatuhannya akan semakin meningkat. Berdasarkan penelitian (Ratih
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& Anisah, 2021) dan (Maghriby & Ramdani, 2020) kesadaran wajib
pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Maka hipotesis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

H2 : Kesadaran Wajib Pajak bepengaruh Positif dan

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Sanksi pajak timbul karena pelanggaran undang-undang dan
peraturan  perpajakan. Oleh karena itu, ketika terjadi perbuatan
melawan hukum, wajib pajak tunduk pada kebijakan perpajakan dan
peraturan perpajakan (Rianti & Hidayat, 2021). Wajib pajak yang
tidak mempunyai persepsi perpajakan cenderung memiliki sikap tidak
patuh dan sebaliknya jika memahami perpajakan akan patuh dan akan
lebih  maksimal dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya
(Famami & Norsain, 2019). Diyakini bahwa kekhawatiran wajib pajak
tentang konsekuensi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak saat
membayar pajak. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB),
sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengendalikan
terjadinya perilaku menyimpang karena terkait dengan keyakinan

kontrol yang menghasilkan persepsi kontrol perilaku dimana wajib
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pajak menerima sanksi dan sanksi tersebut ketika ia melakukannya.
tidak patuh tidak berada di bawah kendali wajib pajak.

Untuk mengetahui sanksi  perpajakan yang berlaku
berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh, karena kepatuhan
berpengaruh positif yaitu. H. tidak menderita hukuman. Kemudian
sanksi menjadi salah satu alasan mengapa seseorang memenuhi
kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian (Soda et
al., 2021), (Rianti & Hidayat, 2021), (Damanik, 2021), dan (Cahyani
& Noviari, 2019) dan (Cahyani & Noviari, 2019) menunjukkan bahwa
konsekuensi pajak ‘menguntungkan. dan implikasi yang signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif dan signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib pajak
2.4.2.4 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif Pajak adalah keputusan tentang berapa banyak tarif pajak
(%) atau jumlah pajak (dalam rupiah) yang harus dibayar wajib pajak
menurut dasar pengenaan pajak atau subjek pajak (Rismawati
Sudirman, 2012). Berdasarkan Theory of Planned Behavior, besarnya
tarif pajak berhubungan dengan normative belief adalah harapan yang
rasakan satu orang atau lebih guna menyepakati suatu perilaku dan

memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajibannya.
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Tarif pajak adalah proporsi yang dipakai sebagai dasar
penghitungan pajak terutang yang harus dibayar. Tarif rendah akan
meningkatkan utilitas pajak menurut undang-undang, memberikan
inisiatif dalam melaporkan pendapatan SPT. Hal ini didukung oleh
Penelitian (Septirani & Yogantara, 2020), (Ratih & Anisah, 2021), dan
(Cahyani & Noviari, 2019) yang juga menunjukan bahwa tarif pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sesuai uraian diatas, hipotesis bisa kita ambil yaitu:

H4 : Tarif Pajak berpengaruh Positif dan signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.2.5 Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

(Smith, 2008) prinsip yang paling utama dalam rangka
pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan
dengan suatu pernyataan sesungguhnya setiap warga negara hendaklah
ikut serta dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara
seimbang sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan
cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan
perlindungan yang dinikmatinya dari negara.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), yang

menemukan konstruksi persepsi kontrol perilaku yang muncul dari
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control beliefs dan terkait dengan kehendak individu. Apabila wajib
pajak memiliki persepsi keadilan yang diberikan oleh petugas
perpajakan dalam melayani wajib pajak secara adil dan juga
pemerintah yang menetapkan besarnya tarif pajak sesuai dengan
kondisi wajib pajak. Jadi, perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap
dan norma subjektif, tetapi juga oleh kontrol perilaku persepsian
dimana ketika wajib pajak merasa bahwa peraturan yang berlaku
memiliki hal yang positif atau menguntungkan baginya maka akan
memberikan ~dampak terhadap kepatuhannya terhadap segala
kewajiban perpajakan yang ada. Pendapat tersebut juga sesuai dengan
(Soda et al., 2021), (Rianti & Hidayat, 2021), dan (Damanik, 2021).
Membuktikan bahwa Persepsi Keadilan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis yang diperoleh

yaitu :

HS5 : Persepsi Keadilan berpengaruh Positif dan signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan
metode penelitian asosiasional berupa model hubungan yaitu hubungan kausal.
Hubungan kausal dalah hubungan sebab akibat variabel independen
(mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Pendekatan penelitian ini
yaitu pendekatan kuantitatif, metode penelitian kuantitatif merupakan metode
penelitian yang sesuai dengan filosofi positivisme. apa yang dipakai misalnya:
studi populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data memakai alat penelitian,
analisis data bersifat kuantitatif / statistik dan berfungsi guna mengetahui

hipotesis yang diberikan (Sugiyono, 2016).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai teknik pengumpulan data.
Menurut (Sugiyono, 2016) “kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara menawarkan kepada responden serangkaian pernyataan
atau pernyataan tertulis untuk dijawab. Kuesioner dapat tertutup atau terbuka
dengan mengirimkan langsung kepada responden.” Dalam penelitian ini
digunakan kuesioner tertutup yang dikirim langsung dan survei dijawab oleh
responden tersebut. Kuesioner ini dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama

berisi pernyataan tentang responden dan bagian kedua berisi pertanyaan tentang
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variabel independen dan variabel dependen. Di bawah terdapat skala interval
berupa empat alternatif jawaban untuk mengukur pendapat :
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Setuju (3), dan Sangat Setuju (4).

Tabel 3. 1 Skala Interval

Skor Keterangan Simbol
1 Sangat Tidak Setuju STS
2 Tidak Setuju TS
3 Setuju S
4 Sangat Setuju SS

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah domain umum yang terdiri dari objek/subjek dan memiliki
jumlah atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan ditarik kesimpulan darinya (Sugiyono, 2016). Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pelaku UMKM Kota Pati. Total populasi umkm pada tahun
2022 yang ditetapkan website Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
(PerRSADA) sebanyak 1.821 UMKM terdaftar di Kota Pati.

Sampel adalah sekumpulan jumlah dan karakteristik populasi. Estimasi
sampel adalah langkah penentuan besarnya sampel yang diambil dalam
mempelajari subjek (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini pengambilan sampel
dilakukan melalui purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik untuk
menentukan sampel dari populasi berdasarkan kriteria yang diinginkan untuk

penelitian tertentu (Sugiyono, 2016).
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Dalam penelitian ini, adapun Kkriteria — Kkriteria yang digunakan untuk

pengambilan sampel dalam penelitian meliputi :

1.

2.

Pelaku UMKM yang ada di wilayah Kota Pati.

Pelaku UMKM yang memiliki total tenaga kerja minimal 4 orang.
Pelaku UMKM yang menjalankan usahanya minimal 2 tahun.

Pelaku UMKM yang memiliki omzet minimal Rp. 4.500.000,-
perbulan.

Pelaku UMKM yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan

untuk penelitian seperti jenis usaha, dan lain-lain.

Besarnya penentuan sampel dengan Rumus Slovin :

n=N/(1+ (N xe?)

n = jumlah elemen / anggota sampel

N = jumlah elemen / anggota populasi

E =eror level

n=(1.821/ (1+ (1.821 x 0,12))

n = 94,794 dibulatkan menjadi 95 responden

sehingga disimpulkan bahwa penelitian ini memerlukan minimal sampel

sebanyak 95 respoden, sehingga distribusikan sebanyak 125 responden

dari jumlah populasi sebanyak 1.821.
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3.4 Sumber Data dan Jenis Data

Data primer digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini. Kuesioner
dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) di Kota Pati. Metode pengumpulan data adalah dengan
menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pati. Kuesioner berisi
pertanyaan sesuai dengan ukuran yang digunakan dan variabel yang digunakan
dalam penelitian.. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumbernya.

Salah satunya adalah penggunaan kuesioner dan wawancara (Maulana, 2020).

3.5 Variabel dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Dependen

Menurut (Sugiyono, 2010) variabel dependen adalah variabel yang
dipengaruhi oleh, atau menjadi akibat dari, variabel independen. Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi
yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota
Pati.

Kepatuhan wajib pajak berarti pemenuhan kewajiban perpajakan
oleh wajib pajak untuk membagi kontribusi sukarela mereka untuk
pembangunan Negara (Tiraada, 2013). Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

(Nurkhin et al., 2018) dengan memakai enam item pertanyaan :
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2)

3)

4)

5)

6)
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Wajib Pajak mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) guna
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib pajak menghitung dengan benar pajak yang harus dibayar.
Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu.

Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) kepada IRS tepat waktu sebelum tanggal penyampaian
(SPT) berakhir.

Wajib Pajak membayar pajak yang kurang dibayar sebelum
dilakukan pemeriksaan.

Melengkapi surat pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan

perundang-undang.

3.5.2 Variabel Independen

Menurut (Sugiyono, 2010) Disebut variabel bebas atau variabel

independen, dalam penelitian variabel bebas adalah variabel yang

mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya suatu

variabel terikat (tergantung). Baik positif maupun negatif. Kajian meliputi

lima unsur yang menjadi variabel independen adalah pengetahuan

perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsekuensi pajak, tarif pajak, dan

persepsi terhadap keadilan pajak.

1) Pengetahuan Perpajakan

Wajib pajak menggunakan informasi perpajakan untuk

memperoleh informasi perpajakan untuk kegiatan perpajakan
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seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang
dibayarkan (Asrinanda, 2018). Indikator informasi perpajakan
berkaitan dengan penelitian (Maghriby & Ramdani, 2020).
Informasi kontrol dapat diukur :
a) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
b) Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan.
c) Pengetahuan mengenai bagaimana pendaftaran sebagai
wajib pajak.
d) Pengetahuan mengenai tata cara pembayaran pajak dan
tarif pajak.
Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak
mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan
secara tepat, sukarela dan sungguh-sungguh untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya (Lestari & Wicaksono, 2017).
Indikator kesadaran wajib pajak terkait dengan dimensi
(Septirani & Yogantara, 2020) yaitu :
a) Kesadaran untuk mendapatkan pengetahuan undang-
undang dan ketentuan perpajakan.
b) Kesadaran terhadap adanya fungsi pajak guna

pembiayaan negara.
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Kesadaran untuk memahami hak dan kewajiban
pembayaran pajak harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan atau undang-undang yang berlaku.

Kesadaran dalam menghitung , membayar, melaporkan
pajak dengan sukarela atau bukan karena paksaan.
Kesadaran dalam menghitung, membayar, melaporkan

pajak dengan benar.

3) Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah jaminan jika keputusan peraturan

perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) harus

dipatuhi, sebagaimana sanksi- perpajakan adalah cara untuk

mencegah  wajib pajak melakukan pelanggaran standar

perpajakan. (Mardiasmo, 2016).

Sanksi perpajakan mengacu pada indikator (Astuti &

Panjaitan, 2018) dengan menggunanakan 5 item pertanyaan :

a)
b)

d)

Wajib Pajak paham peraturan sanksi perpajakan.

Wajib  Pajak  memahami  konsekuensi  ketika
menyembunyikan objek pajak.

Wajib Pajak memahami konsekuensi saat memalsukan
dokumen.

Wajib Pajak mengetahu tujuan sanksi perpajakan.
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e) Wajib Pajak mengetahui sanksi bisa berbentuk pidana,
bukan hanya denda.
4) Tarif Pajak
Tarif pajak adalah persentase yang diterapkan sebagai dasar
saat menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan (Cahyani
& Noviari, 2019). Tarif Pajak mengacu pada indikator
(Yuliyanah et al., 2019) diukur dengan menggunakan 5 dimensi
yaitu :
a) Pengenaan tarif pajak 0,5% atas PPh final meringankan
wajib pajak UMKM.
b) Pengenaan tarif pajak 0,5% apakah sudah sesuai dengan
kondisi setiap lapisan wajib pajak UMKM atau belum.
¢) Jika Penurunan tarif untuk wajib pajak UMKM dari
0,5% ke tarif tertentu apakah akan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayarkan
pajaknya.
d) Keadilan dalam penentuan tarif pajak.
5) Persepsi Keadilan Pajak
Keadilan pajak adalah suatu tindakan (tindakan atau
perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak
menguntungkan sistem perpajakan yang berlaku. Dari sini dapat

disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah penyesuaian
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kebijakan sistem perpajakan dengan keadaan riil wajib pajak.

(Mustofa, Achmad Fauzi, 2016). Indikator persepsi keadilan

pajak mengacu pada dimensi (Rosmawati, 2021) yaitu ;

a)

b)

Menetapkan jumlah pajak sesuai dengan kondisi wajib
pajak.

Memberikan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak.

Menetapkan jumlah denda pajak.

Memberikan kecepatan pelayanan yang adil terhadap
wajib pajak.

Memberikan rasa hormat dan rasa nyaman yang sama

terhadap wajib pajak.
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Variabel

Indikator

Pengukuran

Referensi

Kepatuhan
Wajib Pajak

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Wajib Pajak mendaftarkan diri
untuk mendapatkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP).

Wajib Pajak menghitung pajak
yang terutang dengan benar.

Wajib Pajak membayarkan pajak
tepat waktu.

Wajib Pajak menyerahkan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke
Kantor Pelayanan Pajak tepat
waktu  sebelum  batas  waktu
penyampaian (SPT).

Wajib Pajak membayar kurang
bayar pajak sebelum pemerikasaan.
Mengisi - Surat  Pemberitahuan
(SPT) Tahunan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Skala Likert

(Nurkhin et al.,

2018)

Pengetahuan
Perpajakan

1)
2)
3)

4)

Pengetahuan -~ mengenai  fungsi
perpajakan

Pengetahuan terhadap peraturan
pajakan.

Pengetahuan mengenai bagaimana
pendaftaran sebagai wajib pajak.
Pengetahuan mengenai tata cara
pembayaran pajak dan tarif pajak.

Skala Likert

(Maghriby
Ramdani, 2020)

&
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Kesadaran
Wajib Pajak

1)

2)

3)

4)

Kesadaran ~ untuk  mengetahui
adanya undang-undang dan
ketentuan perpajakan.

Kesadaran terhadap adanya fungsi
pajak untuk pembiayaan negara.
Kesadaran untuk memahami hak
dan kewajiban pembayaran pajak
harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan atau undang-undang
yang berlaku.

Kesadaran dalam menghitung
membayar, melaporkan  pajak
dengan sukarela atau bukan karena
paksaan.

5) Kesadaran dalam menghitung,

membayar, melaporkan  pajak
dengan benar.

Skala Likert

(Septirani &
Yogantara, 2020)

Sanksi
Perpajakan

1)

2)

3)

4)

5)

Wajib Pajak memahami peraturan
sanksi perpajakan.

Wajib Pajak mengetahui
konsekuensi apabila
menyembunyikan objek pajak.
Wajib Pajak mengetahui
konsekuensi apabila memalsukan
dokumen.

Wajib Pajak  memahami tujuan
sanksi perpajakan.

Wajib Pajak mengetahui sanksi
dapat berupa pidana, bukan hanya
denda.

Skala Likert

(Astuti &
Panjaitan, 2018)
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Tarif Pajak

1)

2)

3)

4)

Pengenaan tarif pajak 0,5% atas
PPh final meringankan wajib pajak
UMKM.

Pengenaan tarif pajak 0,5% apakah
sudah sesuai dengan kondisi setiap
lapisan wajib pajak UMKM atau
belum.

Jika Penurunan tarif untuk wajib
pajak UMKM dari 0,5% ke tarif
tertentu apakah akan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak UMKM
dalam membayarkan pajaknya.
Keadilan dalam penentuan tarif
pajak.

Skala Likert

(Yuliyanah et al.,
2019)

Persepsi
Keadilan
pajak

1)
2)

3)
4)

5)

Menetapkan jumlah pajak sesuai
dengan kondisi wajib pajak.
Memberikan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.
Menetapkan jumlah denda pajak.
Memberikan kecepatan pelayanan
yang adil terhadap wajib pajak.
Memberikan rasa hormat dan rasa
nyaman yang sama terhadap wajib
pajak.

Skala Likert

(Rosmawati,
2021)

3.6 Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier

berganda dengan pengelolaan data SPSS 26.0. Analisis ini digunakan untuk

memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji lain

yang digunakan dalam analisis data penelitian antara lain uji analisis statistik

deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji

normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier
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berganda, dan uji kecocokan model. Uji (uji statistik f, uji koefisien determinasi)

dan uji hipotesis (uji statistik t).

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini analisis deskriptif menggambarkan karakteristik
tempat penelitian, karakteristik responden dan hasil penelitian (Ghozali,
2018) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data dalam
hal mean (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum,
range, kurtosis, dan skewness (kemiringan distribusi). Dalam penelitian ini
statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan jawaban terendah,

tertinggi, mean dan standar deviasi yang diberikan oleh responden.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Data ini merupakan data primer maka uji kualitas data penelitian

menggunakan uji validitas dan Uji Reliabilitas.

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas berguna untuk menguji sah atau ketidak sahan
sebuah kuesioner. Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen
dibuat untuk menguji teori tertentu yang perlu diukur (Sekaran &
Bougie, 2017) Untuk melihat validitas dari masing-masing item
kuesioner digunakan corrected item total correlation. Jika nilai r
hitung sama dengan atau lebih besar dari r tabel ( r hitung > r table)

pada taraf yang signifikan 5% maka dapat disebut valid, jika r hitung
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lebih kecil dari r tabel (r hitung < r table) maka dapat disebut tidak

valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji
konsistensi atau kestabilan jawaban dari responden. SPSS adalah alat
untuk menaksir reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (o).
Menurut (Arifin, 2017) Suatu kuesioner disebut reliabel memberikan

nilai Cronbach Alpha (o) > 0,60.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menguji variabel dependen maupun variabel
independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas
bisa dianalisis dengan grafik maupun analisis statistik. Uji analisis
statistik yaitu melalui- uji Kolmogorov Smirnov. Dimana dapat
dikatakan normal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

e Jika p value > a 0,05 maka dikatakan data berdistribusi normal.
e Jika p value < 00,05 maka dikatakan data berdistribusi tidak
normal.
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas memverifikasi apakah ada korelasi antara

variabel independen model regresi linier berganda. Ketika ada korelasi
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yang tinggi antara variabel independen, hubungan antara variabel
independen dan variabel dependen terputus. Uji multikolinearitas dapat
dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel hasil
perhitungan nilai tolerance dan variance fusion factor (VIF).
Multikolinearitas terjadi apabila nilai tolerance < 0 > 10 membuktikan
adanya multikolinearitas pada model regresi apabila variabel yang
digunakan dalam model penelitian reliabel dan faktual. Dengan kata
lain, jika nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF <; 10
menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model

regresi (Ghozali, 2018).

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

(Ghozali, 2018) Uji Heterokedastisitas menguji apakah dalam
model regresi terdapat variansi yang berbeda dari residual satu ke
pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas dapat diketahui berdasarkan
uji glejser bisa mengetahul ada tidaknya heteroskedastisitas dengan
meregresikan variabel-variabel independen terhadap nilai absolut
(mutlak) dari residual. Jika nilai signifikansi variabel > 0,05 artinya
tidak ada heterokedastisitas, begitu sebaliknya jika nilai signifikansi
variabel < 0,05 maka artinya ada heterokedastisitas. Tetapi model yang

baik tidak memiliki gejala heterokedastisitas.
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3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda dilakukan guna mengetahui
apakah ada hubungan antara variabel independen dan variabel
dependen serta untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen. Tes ini memakai SPSS.
Implementasi analisis regresi linier berganda dalam penelitian yaitu :

Y = at+ BIX1 + B2X2 + B3X3+ 4X4 + P5X5+ e

Keterangan :
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
a = Konstanta

B1,82,83..04,85 = Koefisien Regresi

X1 = Pengetahuan Perpajakan
X2 = Kesadaran Wajib Pajak
X3 = Sanksi Perpajakan

X4 = Tarif Pajak

X5 = Persepsi Keadilan

e = Error

3.6.5 Uji Kebaikan Model

3.6.5.1 Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik )

Uji F berfungsi untuk secara simultan (bersamaan)

memverifikasi pengaruh variabel bebas dan menentukan apakah
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pengaruhnya signifikan terhadap variabel terikat. Dapat dikatakan
berpengaruh simultan dan signifikan menggunakan acuan tingkat
signifikansi sebesar 5% (Ghozali, 2018). Dimana dalam uji statistik F

terdpat dua keputusan sesuai dengan Kriteria yaitu :

a) Apabila Sig F = 0,000 > 0,05 atau 5%, maka dikatakan
model tersebut tidak layak. Sehingga HO diterima dan H1
ditolak. Artinya tidak ada pengaruh secara simultan antara
variabel independen terhadap variabel dependen.

b) Apabila Sig F = 0,000 < 0,05 atau 5%, maka dikatakan
model tersebut layak. Sehingga HO ditolak dan H1 diterima.
Artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel

independen terhadap variabel dependen.

3.6.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R2)

(Ghozali, 2018) Koefisien determinasi dinyatakan dengan R2,
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (bebas)
terhadap variabel dependen(terikat). Nilai koefisien determinasi
ditunjukkan dengan nilai adjusted R-Square. Yaitu antara 0 dan 1.
Dengan Kriteria uji koefisien determinasi sebagai berikut :

a) Apabila nilai Adjusted R-Squered mendekati angka O,

maka artinya kemampuan variasi variabel independen
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dalam menjelaskan variabel dependen sangat sedikit atau
sempit.

b) Apabila nilai Adjusted R-Squered mendekati angka 1,
artinya variabel independen mampu memberi seluruh
informasi yang diperlukan guna menjelaskan variabel

terikat (dependen) dengan sangat luas.

3.6.6 Pengujian Hipotesis

3.6.6.1 Uji Parsial ((Uji Statistik t.)

Uji - t-statistik digunakan menguji pengaruh masing-masing
variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
Bertujuan  mengetahui apakah variabel independen berpengaruh
terhadap variabel dependen secara parsial dapat dilihat pada tingkat
signifikansi 0,05 (Ghozali, 2018). Dimana dalam pengambilan
keputusan uji statistik t sebagai berikut:

1. HO1 : Sig t > 0,05 maka pengetahuan perpajakan secara

parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hal : Sig t < 0,05 maka pengetahuan perpajakan secara
parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. HO2 : Sig t > 0,05 maka kesadaran wajib pajak secara

parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
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Ha2 : Sig t < 0,05 maka kesadaran wajib pajak secara
parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

. HO3 : Sig t > 0,05 maka sanksi perpajakan secara parsial
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha3 : Sig t < 0,05 maka sanksi perpajakan secara parsial
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

. HO4 : Sig t > 0,05 maka tarif pajak secara parsial tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha4 : Sig t < 0,05 maka tarif pajak secara parsial
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

. HO5 : Sig t > 0,05 maka persepsi keadilan secara parsial
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha$5 : Sig t < 0,05 maka persepsi keadilan secara parsial

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan metode
purposive sampling. Kuesioner disebar di tempat-tempat yang menurut penulis
mudah dijangkau. Kuesioner disebarkan kepada wajib pajak UMKM di Kota Pati
dengan omzet minimal Rp. 4.500.000 per bulan. Dalam penelitian ini peneliti

mendapatkan sebanyak 100 responden yang bersumber langsung dari UMKM di

Kota Pati.
Sebaran Kuesioner 125 kuesioner
Kuesioner Cacat (14 kuesioner)
Tidak Kembali (11 kuesioner)
Total Capaian Kuesioner 100 kuesioner

4.2 Analisis Deskriptif

Keterangan responden dibutuhkan guna menggambarkan dan memahami latar
belakang responden sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan
hasil survei terhadap 100 responden, dapat ditentukan karakteristik responden

yaitu :

52
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4.2.1 Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

[ Laki-laki
M Perempuan

Gambar 4. 1 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Jenis

Kelamin

Tabel 4. 1 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase
1 | Laki-leki 42 42%
2 | Perempuan 58 58%
Jumlah 100 100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2023

Grafik dan tabel bisa disimpulkan jika dari 100 responden yang
menerima kuesioner, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan
yaitu 58 responden dengan persentase 58%, sedangkan responden sebanyak

42 orang dengan persentase 42%.
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4.2.2 Usia

Usia

[E21 - 30 Tahun
31 - 40 Tahun
41 - 50 Tahun
51 - 60 Tahun
[ Lebih dari 61 Tahun

Gambar 4. 2 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4. 2 Demografi Responden Berdasarkan Usia

No Usia Jumlah Presentase
1 21-30 Tahun 19 19%
2 31-40 Tahun 37 37%
3 41-50 Tahun 24 24%
4 51-60 Tahun 18 18%
5 > 61 Tahun 2 2%
Jumlah 100 100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2023

Kesimpulan dari grafik dan tabel tersebut adalah dari 100 responden
yang diberikan kuesioner, usia responden terbanyak pada rentang 31-40 tahun
adalah 37 responden dan proporsinya adalah 37%. Pada kelompok usia 41-50
sebanyak 24 responden dan proporsinya 24%, dengan kelompok usia 21-30

tahun sebanyak 19 responden dengan 19% kemudian pada kelompok usia 51-
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60 sebanyak 18 responden dan persentasenya 18%. dan berakhir dengan lebih

dari 61 tahun, ada 2 responden dan itu adalah 2%.

4.2.3 Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja

4 Orang
M5-19 orang

Gambar 4. 3 Diagram L.ingkaran Demografi Responden Berdasarkan
Tenaga Kerja

Tabel 4. 3 Tabel Demografi Responden Berdasarkan Tenaga Kerja

No Tenaga Kerja Jumlah Presentase
1 4 Orang 71 71%
2 5-19 Orang 29 29%
Jumlah 100 100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2023

Dari grafik dan tabel bisa disimpulkan jika dari 100 responden yang
menerima kuesioner, jumlah responden terbanyak adalah 1-4 orang, sebanyak
71 responden dengan persentase 71%, setelah itu 29 responden dengan 29. %

memiliki staf dari 5 hingga 19 orang.
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4.2.4 Lama Usaha yang Dijalani

Lama Usaha

2 Tahun
35 Tahun
510 Tahun
[H > 10 Tahun

Gambar 4. 4 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Lama

Usaha Yang Dijalani

Tabel 4. 4 Demografi Responden Berdasarkan Lama Usaha Yang Dijalani

No Lama Usaha Jumlah Presentase
1 2 Tahun v 12%
2 3 -5 Tahun S 25%
3 5-10 Tahun 33 33%
4 > 10 Tahun 30 30%
Jumlah 100 100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2023

Kesimpulannya, dari 100 responden yang menerima Kuesioner,
didominasi oleh lama usaha sebanyak 33 responden dengan persentase 33
persen perusahaan yang sudah beroperasi 5 sampai 10 tahun, disusul
perusahaan yang sudah beroperasi selama lebih dari 10 tahun, total 30

responden dan persentasenya 30%, jadi 3 - Ada 25 responden yang telah
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menjalankan bisnis selama 5 tahun, yang menerima persentase 25, akhirnya

perusahaan yang telah menjalankan usaha minimal 2 tahun, sebanyak 12

responden dengan total share 12%.

4.2.5 Penghasilan Dalam Sebulan

Penghasilan Dalam Sebulan

[E Rp. 4.500.000

W Rp. 4.500.001 - Rp. 10.000.000
M Rp. 10.000.001-Rp.20.000.000
[ Lebih dari Rp. 20.000.001

Gambar 4. 5 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan

Penghasilan Dalam Sebulan

Tabel 4. 5 Demografi Responden Berdasarkan Penghasilan Dalam Sebulan

No Pendapatan Dalam Sebulan Jumlah Presentase

1 Rp. 4.500.000 13 13%

2 Rp. 4.500.001 — Rp. 10.000.000 38 38%

3 | Rp. 10.000.001 — Rp. 20.0000.000 32 32%

4 > Rp. 20.000.001 17 17%
Jumlah 100 100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2023
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Berdasarkan grafik dan tabel di atas dapat disimpulkan jika dari 100
responden yang menerima kuesioner, penghasilan responden per bulan
didominasi oleh penghasilan Rp. 4.500.001 - Rp. 10.000.000 untuk 38
responden dengan prosentase 38%, setelah itu pendapatannya menjadi Rp
10.000.001.- 20.000.000 kepada 32 responden dengan prosentase 32%,
pendapatan selanjutnya diatas 20.000.001 dari 17 responden dengan persentase
17%, penghasilan terakhir kurang dari Rp 4.500.000 dari 13 responden dengan

persentase 13%.

4.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan-mengukur. variabel dalam penelitian ini sesuai
jumlah responden sebanyak 100 orang, dengan masing-masing variabel yang
termasuk dalam penelitian-ini meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib

pajak, konsekuensi pajak, tarif pajak dan persepsi keadilan.

Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics
N Min Max Mean S.td'.
Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak 100 17 24 20,07 2,152
Pengetahuan Perpajakan 100 12 16 13,36 1,494
Kesadaran Wajib Pajak 100 13 20 16,64 1,931
Sanksi Perpajakan 100 14 20 17,00 1,933
Tarif Pajak 100 10 16 13,45 1,546
Persepsi Keadilan 100 15 20 16,69 1,704
Valid N (listwise) 100

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023
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Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas, dapat dijelaskan masing-masing
variabel :

1. Kepatuhan Wajib Pajak ()
Kegagalan dalam memenuhi kewajiban perpajakan memiliki nilai minimal
17 dan nilai maksimal 24 dari total penilaian indeks kepatuhan wajib
pajak, sehingga nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah 20,07 dan
nilai standar deviasi 2,152. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata
menunjukkan bahwa data terdistribusi secara merata, artinya penelitian
memiliki bias data yang kecil.

2. Pengetahuan Perpajakan (X1)
Skor pengetahuan pajak minimal 12 dan maksimal 16. Rata-rata skor
pengetahuan pajak 13,36 dan nilai standar deviasi 1,494. Nilai standar
deviasi lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data terdistribusi
secara merata, artinya penelitian memiliki bias data yang kecil.

3. Kesadaran Wajib Pajak (X2)
Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum 13 dan nilai maksimum
sebesar 20. Adapun nilai rata-rata dari kesadaran wajib pajak sebesar
16,64 dan nilai standar deviasi sebesar 1,931. Nilai standar deviasi
memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata,
menunjukkan data menyebar secara merata, memiliki makna terjadi
penyimpangan data yang rendah dalam penelitian.

4. Sanksi Perpajakan (X3)
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Pemahaman Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum 14 dan nilai
maksimum sebesar 20. Adapun nilai rata-rata dari pemahaman sanksi
perpajakan sebesar 17,00 dan nilai standar deviasi sebesar 1,933. Nilai
standar deviasi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-
rata, menunjukkan data menyebar secara merata, memiliki makna terjadi
penyimpangan data yang rendah dalam penelitian.

5. Tarif Pajak (X4)
Tarif Pajak disini merupakan variabel untuk mengukur pemahaman wajib
pajak terhadap tarif pajak yang dikenakan terkait usaha mereka yang
memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum 16. Didapat nilai
rata-rata dari tarif pajak sebesar 13,45 dan nilal standar deviasi sebesar
1,546. Nilai standar deviasi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan
dengan nilai rata-rata, menunjukkan data menyebar secara merata,
memiliki makna terjadi penyimpangan data yang rendah dalam penelitian.

6. Persepsi Keadilan (X5)
Skor persepsi keadilan minimal 15 dan maksimal 20. Rata-rata skor
persepsi keadilan 16,69 dan skor standar deviasi 1,704. Nilai standar
deviasi lebih kecil dari rata-rata membuktikan jika data terdistribusi secara

merata, artinya penelitian memiliki bias data yang kecil.

4.4 Uji Kualitas Data
Uji ini digunakan untuk menguji data primer, dikarenakan data yang didapat
penulis merupakan data primer maka dilakukan dua uji kualitas data yaitu uji

validitas dan uji reliabilitas.
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4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengukur sah atau ketidaksahan sebuah
kuesioner. Jika nilai r hitung sama dengan atau lebih besar dari r tabel
pada taraf yang signifikan 5% maka dapat disebut valid, jika r hitung lebih
kecil dari r tabel maka dapat disebut tidak valid.

Df=n-2

Df=100-2

Df=98

Rtabel=0,196

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel Indikator | Sig | Rhitung | Keterangan
i 0.000 0.636 Valid
s g 0.000 0.669 Valid
- Y8 0.000 0.768 Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y4 0.000 0.736 Valid
Y.5 0.000 0.728 Valid
Y.6 0.000 0.651 Valid
X1.1 0.000 0.675 Valid
. y, < 0.000 0.860 Valid
Pengetahuan Perpajakan (X1) %13 0.000 0.762 Valid
X1.4 0.000 0.796 Valid
X2.1 0.000 0.711 Valid
X2.2 0.000 0.806 Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2) X2.3 0.000 0.720 Valid
X2.4 0.000 0.747 Valid
X2.5 0.000 0.816 Valid
X3.1 0.000 0.671 Valid
X3.2 0.000 0.838 Valid
Sanksi Perpajakan (X3) X3.3 0.000 0.803 Valid
X3.4 0.000 0.817 Valid
X3.5 0.000 0.773 Valid
X4.1 0.000 0.664 Valid
I X4.2 0.000 0.894 Valid
Tarif Pajak (X4) X43 | 0.000 | 0.727 Valid
X4.4 0.000 0.826 Valid
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X5.1 0.000 0.573 Valid
X5.2 0.000 0.843 Valid
Persepsi Keadilan (X5) X5.3 0.000 0.740 Valid
X5.4 0.000 0.772 Valid
X5.5 0.000 0.678 Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Dari hasil pengujian validitas pada tabel diatas, kuesioner dari 6
variabel yang memiliki total 29 item pertanyaan kuesioner telah diisi
sebanyak 100 responden pada penelitian ini. Untuk mengetahui suatu data
dapat dinyatakan valid atau tidaknya dengan mencari nilai rnitung dan nilai
signifikansi.

Untuk mengetahui batas dari rniwng adalah dengan menggunakan
tabel, pada penelitian ini menggunakan rtapel dengan jumiah responden 100
orang, sehingga didapatkan hasil raper = 0,196. Dari hasil perhitungan uji
validitas diatas, dapat dilihat bahwa rhiutg > 0,196. Untuk mengetahui nilai
signifikansinya adalah ketika nilai signifikansinya < 0,05 maka kuesioner
tersebut dikatakan valid.

Dari Hasil Perhitungan uji validitas diatas, bisa diketahui jika nilai
signifikansi yang ada pada kuesioner adalah kurang dari 0,05. Sehingga
hal ini menunjukan bahwa semua data yang terdapat pada penelitian ini

dapat dinyatakan valid dan telah memenuhi uji validitas.

4.4.2 Uji Reliabilitas
Uji yang dilakukan untuk menguji konsistensi atau kestabilan
jawaban dari responden. Suatu kuesioner disebut reliebel memberikan nilai

Cronbach Alpha (a) > 0,60.
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Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas VVariabel Penelitian

Variabel Item Cr)::)pahc: > Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak () 6 0,788 Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X1) 4 0,779 Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2) 5 0,817 Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3) 5 0,840 Reliabel
Tarif Pajak (X4) 4 0,785 Reliabel
Persepsi Keadilan (X5) 5 0,775 Reliabel

Sumber : Hasil Olah data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai Cronbach’s Alpha dan Composite

Reliability pada setiap variabel bernilai > 0,60. Dalam hal ini bisa

disimpulkan jika kuesioner variabel

penelitian - dinyatakan reliable

sehingga kuesioner dapat dipercaya dan telah memenuhi uji reliabilitas.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan memakai uji 1

sampel Kolmogorov-Smirnov, dengan syarat data berdistribusi normal jika

nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Sebaliknya, jika hasil uji 1

sampel Kolmogorov-Smirnov signifikan kurang dari 5% atau 0,05 maka

data tidak berdistribusi

normal.

Hasil uji normalitas dengan uji

Kolmogorov-Smirnov memakai program SPSS adalah sebagai berikut :
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Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual
N 100
Normal Parameters®® Mean 0.0000000
Std. Deviation 1.66763555
Most Extreme Differences Absolute 0.086
Positive 0.075
Negative -0.086
Test Statistic 0.086
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.065°

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2023

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai One Sample Komogorov Smrinov
bernilai > 0,05. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian

berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
menemukan adanya korelasi (bebas) antar variabel bebas. Ada dua cara
untuk mendeteksi multikolinearitas yaitu dengan melihat tabel VIF
(Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance. Dengan asumsi nilai VIF
<10 adadan nilai tolerance adalah >10, artinya tidak terjadi
multikolinearitas pada model regresi dan sebaliknya. Hasil uji

multikolinearitas :
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Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Penelitian

Coefficients?

Model Collinearity Statistics Keterangan
Tolerance VIF Multikolinieritas
1 | (Constant)
Pengetahuan Perpajakan 0.372 2.691 Tidak Ada
(X1)
Kesadaran Wajib Pajak 0.743 1.345 Tidak Ada
(X2)
Sanksi Perpajakan (X3) 0.699 1.431 Tidak Ada
Tarif Pajak (X4) 0.345 2.899 Tidak Ada
Persepsi Keadilan (X5) 0.694 1.441 Tidak Ada

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak ()

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji diatas, menunjukan bahwa semua variabel
penelitian yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib
Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Persepsi Keadilan mempunyai
nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 ( tolerance > 0,10) serta
memiliki nilai VIF kurang dari 10 (VIF < 10) . bisa disimpulkan jika

semua variabel penelitian tidak terjadi multikolinieritas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lainnya dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas menggunakan
koefisien signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya sebesar 5%
(0,05). Tingkat signifikansi > 0,05 menunjukkan adanya gangguan
heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas. Jika tidak terjadi
heteroskedastisitas maka model regresi dikatakan baik. Hasil uji

heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :
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Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Penelitian

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients t Sig.

B Std. Beta

Error

1| (Constant) -0.912 1.286 -0.709 0.480
Pengetahuan -0.151 0.115 -0.215 | -1.320 0.190
Perpajakan(X1)
Kesadaran Wajib 0.094 0.063 0.173 1.504 0.136
Pajak(X2)
Sanksi -0.000 0.065 0.000 0.000 1.000
Perpajakan(X3)
Tarif Pajak(X4) 0.036 0.115 0.052 0.310 0.757
Persepsi 0.130 0.074 0.210 1.764 0.081
Keadilan(X5)

a. Dependent Variable: ABS RES
Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji diatas, dapat dilihat hasil perhitungan tersebut
menunjukan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib
Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Persepsi Keadilan menunjukan
tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas, dimana memiliki nilai
signifikansi > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian

tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda
Model regresi linier berganda yang baik ialah yang sesuai dengan kriteria pada
asumsi klasik yaitu data harus berdistribusi normal, model harus bebas dari

multikolonieritas, dan tidak terdapat heterokedastisitas.
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Coefficients?

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Model Std. t Sig.
B Beta
Error

1 (Constant) 4.857 2.115 2.296 0.024
Pengetahuan -0.363 0.189 -0.252 | -1.923 0.057
Perpajakan
Kesadaran Wajib 0.232 0.103 0.208 2.247 0.027
Pajak
Sanksi Perpajakan 0.163 0.106 0.147 1.535 0.128
Tarif Pajak 0.493 0.189 0.354 2.605 0.011
Persepsi Keadilan 0.407 0.121 0.322 3.356 0.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

bantuan progam SPSS maka didapatkan model persamaan regresi akhir :

Berdasarkan hasil uji diatas, hasil pengolahan data dengan menggunakan

Y =4,857-0,363 X1 + 0,232 X2 + 0,163 X3+ 0,493 X4 + 0,407 X5+ e

= Kepatuhan Wajib Pajak
= Pengetahuan Perpajakan

= Kesadaran Wajib Pajak

Keterangan :

Y

X1

X2

X3 = Sanksi Perpajakan
X4  =Tarif Pajak

X5  =Persepsi Keadilan
e = Error

Dari persamaan regresi, maka bisa mendapatkan kesimpulan yaitu :
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1. Nilai konstanta yang diperolah dari hasil uji diatas memiliki nilai positif
sebesar 4,857. Tanda positif artinya menunjukan pengaruh yang searah
antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukan
bahwa semua variabel independen yang meliputi pengetahuan perpajakan,
kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, persepsi keadilan,
dengan nilai sig 0,024 (dibawah 5%) dianggap tetap atau konstan, maka
nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4,857.

2. Nilai koefisien pengetahuan perpajakan (X1) adalah sebesar -0,363.
bernilai negatif, artinya pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan
bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Tanda negatif artinya menunjukan pengaruh yang
berlawanan arah antara variabel independen dan variabel dependen.

3. Nilai koefisien kesadaran wajib pajak (X2) adalah sebesar +0,232 bernilai
positif, artinya kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kkepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan
bahwa setiap kenaikan satuan variabel kesadaran wajib pajak, maka akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanda positif artinya menujukan
pengaruh searah antara variabel independen dan variabel dependen.

4. Nilai koefisien sanksi perpajakan (X3) adalah sebesar +0,163 bernilai
positif, artinya sanksi perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak (). Hal ini menunjukkan bahwa setiap

kenaikan satuan variabel sanksi perpajakan , maka akan meningkatkan
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kepatuhan wajib pajak. Tanda positif artinya menujukan pengaruh searah
antara variabel independen dan variabel dependen.

5. Nilai koefisien tarif pajak (X4) adalah sebesar +0,493 bernilai positif,
artinya tarif pajak (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak (). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan
satuan variabel sanksi perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan
wajib pajak. Tanda positif artinya menujukan pengaruh searah antara
variabel independen dan variabel dependen.

6. Nilai koefisien persepsi keadilan (X5) adalah sebesar +0,407 bernilai
positif, artinya persepsi keadilan (X5) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap
kenaikan satuan Vvariabel persepsi keadilan, maka akan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Tanda positif artinya menujukan pengaruh searah

antara variabel independen dan variabel dependen.

4.7 Uji Kebaikan Model

4.7.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji Signifikan Simultan (Uji F) berfungsi guna secara simultan
(bersamaan) memverifikasi pengaruh variabel bebas dan menentukan
apakah pengaruhnya signifikan terhadap variabel terikat. Dapat dikatakan
berpengaruh simultan dan signifikan menggunakan acuan tingkat
signifikansi sebesar 5%. Adapun hasil dari uji signifikan simultan (Uji F)

sebagai berikut :
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ANOVA?
Model Sum of df Mean F Sig.
Squares Square
1| Regression 183.190 5 36.638 | 12.509 .000°
Residual 275.320 94 2.929
Total 458.510 99
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib
Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Tarif Pajak (X4), Persepsi Keadilan (X5).

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data terlihat nilai F sebesar 12.509

dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi

lebih kecil dibandingkan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif

pajak, dan persepsi keadilan secara bersama-sama berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa

besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel dependen yang

dinyatakan dalam persen (100%). Adapun hasil pengujiannya:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R Square | Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate
1 6322 400 .368 1.71141

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib

Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Tarif Pajak (X4), Persepsi Keadilan (X5).

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2023
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Berdasarkan hasil uji diatas, kontribusi besarnya pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 36,8% sedangkan
sisanya 63,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Contohnya seperti

sosialisasi perpajakan, religiusitas, dan Self Assessment System.

4.8 Pengujian Hipotesis
4.8.1 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t dipakai guna mengetahui apakah variabel bebas secara
individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Jika
nilai signifikansi t < 0,05 menandakan bahwa variabel bebas mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat begitupun sebaliknya.
Berdasarkan tabel 4.12 , maka dapat diinterprestasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukan bahwa secara parsial
pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari nilai signifikansinya yaitu
sebesar 0,057 > 0,05, maka dapat disimpulkan, hal ditolak dan hO1
diterima. Sehingga hipotesis pertama (H1) yang berbunyi “Pengetahuan
Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak” ditolak.

2. Pengaruh Kesadaran wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukan bahwa secara parsial
kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,027 <
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0,05, maka dapat disimpulkan, ha2 diterima dan h02 ditolak. Sehingga
hipotesis pertama (H2) yang berbunyi “Kesadaran wajib pajak
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak™ diterima.

. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukan bahwa secara parsial sanksi
perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar
0,128 > 0,05, maka dapat disimpulkan ha3 ditolak dan h03 diterima.
Sehingga hipotesis pertama (H3) yang berbunyi “Sanksi Perpajakan
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak™ ditolak.

. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa tarif pajak
terkadang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini
dikarenakan nilai signifikansinya sebesar 0,011< 0,05 maka dapat
disimpulkan ha4 diterima dan h04 ditolak. Dengan demikian hipotesis
pertama (H4) diterima yang menyatakan bahwa “tarif pajak berpengaruh
positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”.

. Pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan jika persepsi keadilan
terkadang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib
pajak. Hal ini dikarenakan nilai signifikansinya sebesar 0,001< 0,05 maka

dapat disimpulkan ha5 diterima dan hO5 ditolak. Artinya hipotesis
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pertama (H5) diterima yang menyatakan: “Persepsi keadilan berpengaruh

positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak”.

4.9 Pembahasan
Penelitian ini menguji pengaruh dari variabel independen adalah
pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak
dan persepsi keadilan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak
UMKM yang berada di wilayah Kota Pati. Berdasarkan data penelitian yang
telah dianalisis, ringkasan hasil penelitian dapat dilihat pada uraian dibawah

ini:

4.9.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Hipotesis 1 menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh
positif  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak.
Berdasarkan hasil pengujian, variabel pengetahuan perpajakan terbukti
tidak berpengaruh secara parsial dan tidak signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak yang berarti hipotesis ditolak. Meskipun pengetahuan pajak
setiap wajib pajak UMKM yang beroperasi di Kota Pati tinggi, namun
tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini karena diketahui bahwa dalam bisnis, yang mengurus pajak
tidak langsung menjadi pemiliknya sendiri, melainkan ditugaskan kepada
pegawai yang bergelar sarjana pajak atau kepada badan yang memiliki
keahlian di bidang perpajakan, seperti konsultan pajak. B. dialihkan ke

penasihat pajak. Hasilnya pengetauan perpajakan dalam penelitian ini
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tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian dari (Yosi et al., 2020) dan (Nasiroh & Afigoh,
2022) yang menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Hipotesis 2 mengasumsikan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh
positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil
pengujian menunjukkan jika variabel “kesadaran wajib pajak”
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak yang
berarti hipotesis diterima. Dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak
dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan
undang-undang yang berlaku, pengetahuan tentang tujuan pajak dalam
pembiayaan negara dan deklarasi pajak dan bea yang benar, kepatuhan
wajib pajak dalam peningkatan pembayaran pajak. pajak .

Sementara beberapa responden menyatakan bahwa mereka melaporkan
pajaknya melalui jasa akuntansi, mengetahui siapa wajib pajaknya akan
membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar
dan tepat waktu. Sehingga ketika kesadaran wajib pajak tinggi maka
kepatuhan wajib pajak meningkat. Penelitian ini didukung oleh penelitian-
penelitian sebelumnya (Perdana & Dwirandra, 2020) dan (Nugroho &
Kurnia, 2020), dari hasil penelitianya didapatkan bahwa kesadaran wajib

pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
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4.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 3 mengasumsikan jika sanksi pajak berpengaruh positif
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian
menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak
berpengaruh terhadap wajib pajak dan tidak signifikan yang berarti
hipotesis ditolak. Sanksi perpajakan masih belum mampu meyakinkan
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Walaupun
kesadaran akan konsekuensi pajak bagi UMKM relatif tinggi di Kota Pati,
namun hal tersebut tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
wajib pajak. Hal ini karena sanksi perpajakan yang dikenakan kepada
wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak menghalangi
wajib pajak untuk -mengulanginya. Bahwa masih ada wajib pajak yang
menganggap  bahwa sanksi perpajakan dapat ditoleransi dan
dinegosiasikan berdasarkan pendapat lemahnya penegakan hukum. Selain
konsistensi fiskus dalam menangani kasus pajak, hal inilah yang membuat
wajib pajak menganggap munculnya kasus di pajak dan mafia pajak hanya
berdampak pada legalitas peraturan perpajakan.

Fenomena ini membuat wajib pajak percaya bahwa konsekuensi pajak
hanya sebatas peraturan. Hasil penelitian ini mirip dengan penelitian
oleh (Famami & Norsain, 2019) dan (Tulenan et al., 2017) artinya sanksi
perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak.
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4.9.4 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 4 mengasumsikan jika tarif pajak berpengaruh positif
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian
menunjukkan jika variabel tarif pajak berpengaruh signifikan secara
parsial terhadap wajib pajak yang berarti hipotesis diterima. Dalam
penelitian ini tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Saat
pembayaran pajak untuk UKM perlu diperhatikan bahwa tarif PPh final
yang berlaku saat ini sudah sesuai bagi sebagian besar UKM yaitu tarif
pajak sebesar 0,5% untuk semua tingkatan UKM.

Dari sini bisa ditarik kesimpulan jika semakin adil tarif pajak UMKM
yang ditetapkan pemerintah, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib
pajak UMKM. Karena wajib pajak UMKM tidak keberatan membayar
pajaknya karena tarif pajak ditetapkan secara adil. Maksud pemerataan
dalam hal ini adalah agar tidak ada perbedaan antara pelaku usaha mikro,
UKM dan menengah, yang semuanya dikenai tarif pajak yang sama,
sehingga penghasilan yang diperolehnya menjadi dasar pengenaan pajak.
Oleh karena itu, hasil penelitian yang menguji pengaruh positif dan
signifikan tarif pajak terhadap kewajiban wajib pajak adalah sama dan
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh wajib pajak. (Lazuardini

et al., 2018) dan (Chandra & Sandra, 2020).

4.9.5 Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis 5 mengasumsikan bahwa persepsi keadilan berpengaruh

positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil
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pengujian, persepsi variabel keadilan berpengaruh positif signifikan secara
parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti hipotesis diterima.
Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa persepsi keadilan
Wajib Pajak UMKM Kota Pati baik, artinya Wajib Pajak UMKM Kota
Pati mengalami adanya keadilan pajak sesuai dengan undang-undang yang
diundangkan.

Karena perilaku patuh muncul dan meningkat ketika wajib pajak yang
melayani wajib pajak mengalami derajat keadilan yang tinggi yang
ditawarkan oleh wajib pajak, dan juga ketika negara menentukan tingkat
wajib pajak sesuai dengan keadaan wajib pajak. Misalnya, UKM yang
menyusun rekening tahunan dikenakan pajak sebesar 0,5 persen, UKM
yang tidak menyusun laporan dikenakan pajak atas omzet. Dari sini dapat
disimpulkan bahwa keadilan pembayaran pajak meningkatkan kepatuhan
wajib pajak. Hasil penelitian ini mirip dengan penelitian oleh (Wardana &
Efendi, 2020) dan (Desak Nyoman Widiasih & Putu Wiagustini, 2019)
yang menyatakan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh pengetahuan

perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan persepsi

keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pembahasan yang

telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1.

Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak. Dengan kata lain hasil penelitian menunjukan pengetahuan
perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hal tersebut dikarenakan bahwa yang mengurus pajak didalam usaha
adalah bukan langsung ownernya sendiri tetapi di serahkan kepada
karyawan yang lulus dari bidang perpajakan ataupun dari pihak yang
mempunyai keahlian di bidang perpajakan seperti jasa konsultan pajak.
Sehingga pengetahuan perpajakan tidak dapat meningkatkan kepatuhan
wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Dengan kata lain hl “kesadaran wajib pajak berpengaruh positif
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signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima. Hal tersebut
menjelaskan bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan ketentuan peraturan
undang undang yang berlaku maka kepatuhan wajib pajak akan semakin
meningkat.

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dengan kata lain hasil penelitian menunjukan sanksi perpajakan tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi
karena sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar
peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak
mengulanginya kembali. Sehingga wajib pajak masih ada yang
beranggapan bahwa sanksi pajak dapat ditoleransi dan dinegosiasi karena
opini penegakan hukum yang lemah. Sehingga sanksi perpajakan tidak
mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan
kata lain h2 “tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak” diterima. Salah satu yang menjadi pertimbangan UMKM
dalam membayar pajak adalah karena bagi kebanyakan UMKM tarif PPh
final yang berlaku saat ini sudah sesuai yaitu dengan tarif sebesar 0,5%
untuk seluruh lapisan UMKM. sehingga semakin adil tarif pajak UMKM
yang ditetapkan oleh pemerintah maka semakin tinggi tingkat kepatuhan

wajib pajak.
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5. Persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dengan kata lain h3 “persepsi keadilan berpengaruh positif signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima. Hal tersebut menjelaskan
bahwa berperilaku patuh akan muncul dan meningkat apabila wajib pajak
merasakan tingginya keadilan yang diberikan oleh aparat perpajakan
dalam memberikan pelayanan bagi wajib pajak dan juga pemerintah yang
menetapkan besarnya tarif pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak. Dapat
disimpulkan bahwa dengan adanya keadilan untuk pembayaran pajaknya

akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak

5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti mempunyai
beberapa keterbatasan yang diduga bisa mempengaruhi hasil dari penelitian.
Adapun keterbatasan penelitian yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan berdasarkan lokasi yang dapat dijangkau
oleh peneliti, sehingga dirasa persebaran kuesionernya kurang meluas.

2. Penelitian ini metode pengambilan data yang dilakukan berbentuk data
primer dan disebarkan melalui kuesioner secara langsung, namun dalam
pelaksanaanya masih ada responden yang belum paham terhadap isi dari
kuesioner.

3. Penelitian ini terbatas hanya memakai variabel pengetahuan perpajakan,
kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan persepsi

keadilan.
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5.3 Saran
Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat saran yang bisa dijadikan evaluasi
bagi penelitian selanjutnya supaya menjadi lebih baik lagi , seperti berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyaring responden berdasarkan
pendapatan per tahun agar dalam penyebaran kuesioner penelitian tepat
sasaran.

2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode
pengumpulan data dengan melakukan wawancara sehingga informasi yang
diperoleh lebih dalam dan detail supaya hasil data yang didapatkan lebih
valid.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel yang lain
seperti pemahaman- Self Assestment System, religiusitas, dan sosialisasi

perpajakan

5.4 Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan
bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait seperti dibawah ini:
1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak
UMKM terhadap kewajiban membayar pajak sehingga kepatuhan
perpajakan UMKM dapat meningkat.
2. Petugas Fiskus
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan

pelayanan fiskus dengan cara memberikan pemahaman kepada wajib pajak
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dengan penyampaian yang sederhana, sehingga dapat mudah dimengerti
oleh semua kalangan masyarakat. Untuk memaksimalkan pelayanan dalam
membayar pajak, maka fiskus di Kota Pati harus memberikan penyuluhan
rutin dan pelatihan kepada wajib pajak, sehingga dapat mendorong
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya. Hal ini
dimaksudkan juga untuk menjalin hubungan yang baik antara aparat pajak
(fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak sehingga memudahkan

pemungutan.
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